MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 05 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERLAKUAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
DI BIDANG KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

e,

bahwa dalam rangka pemenuhan dan peningkatan
kompetensi tenaga teknik yang berkualitas dan memiliki
kemampuan teknis serta ketrampilan khusus di bidang
kegiatan usaha minyak dan gas bumi, perlu menetapkan
pemberlakuan secara wajib Standar Kompetensi Kerja
Nasional Indonesia di bidang kegiatan usaha minyak dan
gas bumi;

bahwa beberapa kompetensi tenaga kerja di bidang
Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi belum ditetapkan
secara wajib dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia di Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
Secara Wajib, sehingga perlu mengatur kembali
pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional di
bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi secara
wajib;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang
Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia Di Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas
Bumi Secara Wajib;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak
dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4152);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Peraturan ...
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4435) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5047);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang
Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang
Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27
Oktober 2014;

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552)
sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1725);

9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
S5 Tahun 2012 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi
Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 338);

10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 364);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR
KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA DI BIDANG
KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI SECARA WAJIB.

Pasal 1 ...
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Pasal 1

Memberlakukan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
(SKKNI) di Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
sejumlah 35 (tiga puluh lima) standar kompetensi sebagai
SKKNI wajib, yang terdiri atas:

a. SKKNI Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Serta Panas
Bumi Subsektor Industri Minyak dan Gas Hulu Bidang
Pengeboran Subbidang Pengeboran Darat sebagaimana
ditetapkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Nomor KEP.241/MEN/V /2007 tanggal
31 Mei 2007;

b. SKKNI Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Serta Panas
Bumi Subsektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hulu Hilir
(Supporting) Bidang Laboratorium Pengujian sebagaimana
ditetapkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Nomor KEP.242/MEN/V/2007 tanggal
31 Mei 2007,

c. SKKNI Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Serta Panas
Bumi Subsektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hulu
Bidang Produksi Subbidang Perawatan Sumur
sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.243/MEN/V /2007
tanggal 31 Mei 2007;

d. SKKNI Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Serta Panas
Bumi Subsektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hulu Hilir
(Supporting) Bidang Sistem Manajemen Lingkungan
sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.244/MEN/V /2007
tanggal 31 Mei 2007;

e. SKKNI Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Serta Panas
Bumi Subsektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hulu Hilir
(Supporting) Bidang Operasi Pesawat Angkat, Angkut dan
Ikat Beban sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
KEP.245/MEN,/V /2007 tanggal 31 Mei 2007;

f.  SKKNI Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Serta Panas
Bumi Subsektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hulu Hilir
(Supporting) Bidang Aviasi sebagaimana ditetapkan dalam
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
KEP.246/MEN/V /2007 tanggal 31 Mei 2007,

g. SKKNI Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Serta Panas
Bumi Subsektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hulu Hilir
(Supporting) Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.248/MEN/V /2007
tanggal 31 Mei 2007,
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SKKNI Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Serta Panas
Bumi Subsektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hulu
Bidang Produksi Subbidang Operasi Produksi
sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.250/MEN/V/2007
tanggal 31 Mei 2007;

SKKNI Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Serta Panas
Bumi Subsektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hulu
Bidang Eksplorasi Subbidang Penyelidikan Seismik
sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.251/MEN/V/2007
tanggal 31 Mei 2007,

SKKNI Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Serta Panas
Bumi Subsektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hulu Hilir
(Supporting) Bidang Boiler Subbidang Operasi Boiler
sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.254/MEN/VI/2007
tanggal 8 Juni 2007;

SKKNI Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Serta Panas
Bumi Subsektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hulu Hilir
(Supporting) Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Subbidang Penanganan Bahaya Gas H2S sebagaimana
ditetapkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Nomor KEP.210/MEN/X/2008 tanggal
9 Oktober 2008;

SKKNI Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Serta Panas
Bumi Subsektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hulu Hilir
(Supporting) Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Subbidang Scaffolding sebagaimana ditetapkan dalam
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
KEP.211/MEN/X/2008 tanggal 9 Oktober 2008;

. SKKNI Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Serta Panas
Bumi Subsektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hulu
Bidang Pengeboran Subbidang Fluida Pengeboran,
Komplesi dan Kerja Ulang Sumur sebagaimana ditetapkan
dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor KEP.245/MEN/XII/2008 tanggal 5 Desember 2008;

SKKNI Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Serta Panas
Bumi Subsektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hilir
Bidang Pengelolaan SPBU Subbidang Operasi SPBU
sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.246/MEN/XII/2008
tanggal 5 Desember 2008,;

SKKNI Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Serta Panas
Bumi Subsektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hulu-Hilir
(Supporting) Bidang Mekanik Subbidang Perawatan
Mekanik sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
KEP.47/MEN/I1/2009 tanggal 27 Februari 2009;
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SKKNI Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Serta Panas
Bumi Subsektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hulu-Hilir
(Supporting) Bidang Pressure Relieve Device sebagaimana
ditetapkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Nomor KEP.48/MEN/II/2009 tanggal
27 Februari 2009;

SKKNI Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Serta Panas
Bumi Subsektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hilir
Bidang Pemrosesan Gas Bumi sebagaimana ditetapkan
dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor KEP.65/MEN/III /2009 tanggal 9 Maret 2009,

SKKNI Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Serta Panas
Bumi Subsektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hulu-Hilir
(Supporting) Bidang Instrumentasi Subbidang Perawatan
Peralatan Instrumentasi dan Subbidang Kalibrasi
sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.119/MEN/IV/2009
tanggal 23 April 2009;

SKKNI Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Serta Panas
Bumi Subsektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hulu-Hilir
(Supporting) Bidang Petugas Teknisi Operasi Crude
Distilling Unit Pengolahan Minyak Bumi sebagaimana
ditetapkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Nomor KEP.155/MEN/V /2009 tanggal 7 Mei
2009;

SKKNI Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Serta Panas
Bumi Subsektor Industri Minyak dan Gas Bumi Serta
Panas Bumi Supporting Bidang Pengambilan Contoh
Minyak dan Gas Bumi sebagaimana ditetapkan dalam
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
KEP.182/MEN/V /2009 tanggal 29 Mei 2009;

SKKNI Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi, Subsektor
Industri Minyak dan Gas Bumi Hilir, Bidang Pemasaran
Industri Migas, Subbidang Pengelolaan Sarana Pengisian
dan Penyaluran LPG (SPPLPG) sebagaimana ditetapkan
dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor 82 Tahun 2012 tanggal 4 Mei 2012;

SKKNI Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi, Subsektor
Industri Minyak dan Gas Bumi Hulu-Hilir (Supporting)
Bidang Penerimaan, Penimbunan, dan Penyaluran Minyak
dan Gas Bumi, Subbidang Petugas Pengukur Isi Tangki
Minyak Bumi dan Hasil Olahan sebagaimana ditetapkan
dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor 84 Tahun 2012 tanggal 4 Mei 2012;

. SKKNI Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Serta Panas
Bumi, Subsektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hulu,
Bidang Inspektor Rig sebagaimana ditetapkan dalam
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
86 Tahun 2012 tanggal 4 Mei 2012;

x. SKKNI ...
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SKKNI Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi, Subsektor
Industri Minyak dan Gas Bumi Hilir, Bidang Pengolahan
Minyak  Bumi, Petugas Operator Unit Blending
sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Nomor 87 Tahun 2012 tanggal
4 Mei 2012;

SKKNI Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi, Subsektor
Industri Minyak dan Gas Bumi Hulu-Hilir (Supporting),
Bidang Teknik Listrik Migas sebagaimana ditetapkan
dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor 102 Tahun 2012 tanggal 31 Mei 2012;

SKKNI Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi
dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor, Golongan Pokok
Perdagangan Besar, Bukan Mobil dan Sepeda Motor,
Golongan Perdagangan Besar Khusus Lainnya,
Subgolongan Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair,
dan Gas dan Produk Yang Berhubungan Dengan Itu
(YBDI), Kelompok Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat,
Cair, dan Gas dan Produk Yang Berhubungan Dengan Itu
(YBDI), Subkelompok Operasi Serah Terima Komoditi Cair
di Dermaga (Loading Master) sebagaimana ditetapkan
dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor 142 Tahun 2013 tanggal 17 April 2013;

SKKNI Kategori Industri Pengolahan, Golongan Pokok
Industri Produk dari Batubara dan Pengilangan Minyak
Bumi, Golongan Industri Produk Pengilangan Minyak
Bumi, Subgolongan Industri Bahan Bakar Hasil
Pengilangan Minyak Bumi Termasuk LPG, Kelompok
Usaha Industri Pembuatan Minyak Pelumas sebagaimana
ditetapkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Nomor 143 Tahun 2013 tanggal 17 April
2013;

SKKNI Kategori Industri Pengolahan, Golongan Pokok
Industri Logam Dasar, Golongan Industri Logam Dasar
Besi dan Baja. Subgolongan Industri Logam Dasar Besi
dan Baja, Kelompok Usaha Industri Pipa dan Sambungan
Pipa dari Baja dan Besi, Area Kerja Pengelasan Bawah Air
sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Nomor 146 Tahun 2013 tanggal
17 April 2013;

SKKNI Kategori Pertambangan dan Penggalian, Golongan
Pokok Jasa Pertambangan, Golongan Jasa Pertambangan
Minyak dan Gas Bumi, Kelompok Jasa Pertambangan
Minyak dan Gas Bumi sebagaimana ditetapkan dalam
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
160 Tahun 2013 tanggal 30 Mei 2013;

SKKNI Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis
Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis
dan Uji Teknis Pada Jabatan Kerja Inspektur Bejana
Tekan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 120 Tahun 2014
tanggal 15 April 2014,

ae. SKKNI ...
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ae. SKKNI Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis
Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis
dan Uji Teknis Pada Jabatan Kerja Inspektur Bahan
Peledak sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 121 Tahun
2014 tanggal 15 April 2014;

af. SKKNI Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis
Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis
dan Uji Teknis Pada Jabatan Kerja Inspektur Tangki
Timbun sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 124 Tahun
2014 tanggal 23 April 2014;

ag. SKKNI Kategori Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas
dan Udara Dingin Golongan Pokok Pengadaan Listrik, Gas,
Uap/Air Panas dan Udara Dingin Bidang Distribusi Gas
Alam dan Buatan Untuk Non Pipa sebagaimana ditetapkan
dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor 125 Tahun 2014 tanggal 23 April 2014,

ah. SKKNI Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis
Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis
dan Uji Teknis Pada Jabatan Kerja Inspektur Pesawat
Angkat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 126 Tahun 2014
tanggal 23 April 2014; dan

ai. SKKNI Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis
Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis
dan Uji Teknis Pada Jabatan Kerja Inspektur Pipa
Penyalur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 242 Tahun
2014 tanggal 17 Juli 2014.

Pasal 2

SKKNI di Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai acuan bagi
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, wuji
kompetensi dan sertifikasi profesi di bidang Kegiatan Usaha
Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 3

Dalam melaksanakan Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi,
Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib mempekerjakan
tenaga kerja yang memenuhi dan memiliki sertifikat
kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 4

(1) Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi melakukan
pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan
Menteri ini.

(2) Dalam rangka penerapan SKKNI sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
menetapkan petunjuk teknis.

Pasal S5 ...
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Pasal 5

Terhadap tenaga kerja di bidang kegiatan usaha Minyak dan
Gas Bumi yang telah memiliki Sertifikat Tenaga Teknik
Khusus Minyak dan Gas Bumi yang dikeluarkan sebelum
ditetapkan Peraturan Menteri ini, tetap berlaku sampai
berakhirnya masa sertifikat dimaksud.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun
2008 tanggal 13 Juni 2008 tentang Pemberlakuan Standar
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Di Bidang Kegiatan
Usaha Minyak dan Gas Bumi Secara Wajib, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2015

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ek (o

SUDIRMAN SAID
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

E el

YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 81
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